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SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI FAKFAK,

a.
bahwaAnggaranPendapatandanBelanjaKampungwajibdisu
sunsesuaiperuntukannyadenganmemperhatikanketentuanpera
turanperundang-undangan yang
berlakusertadisusunsecarabertahapmulaidariperencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporandanpertanggungjawaban;

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudda
lamhuruf a, danuntukmelaksanakanketentuanPasal 31 ayat (2)
danayat (3) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 20 Tahun
2018 tentangPengelolaanKeuanganDesa,
makaperlumenetapkan Peraturan Bupati Fakfak tentang
Pedoman PenyusananAnggaran Pendapatan dan Belanja

Kampung Tahun Anggaran 2021;

1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1969
tentangPembentukanPropinsiOtonomlIrian Barat
danKabupaten- KabupatenOtonom di Propinsilrian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

Undang-UndangNomor1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 183,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara



16.

17.

18.

19.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
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24.

25.

26.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;

Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara RI
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor611);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);



Menetapkan

30. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2013 Nomor 05);

31l. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun
2016 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Fakfak Nomor013);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2019

tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, Badan
Permusyawaratan Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah
di Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 020);

33. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten

Fakfak Tahun 2019 Nomor 012);

3A. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung

(Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 015);

35. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata

Cara Pembinaan dan Pengawasan Kepala Distrik Terhadap
Pelaksanaan  Pemerintahan  Kampung  (Berita  Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun 2019 Nomor 065);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN
ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

DalamPeraturanBupatiini yang dimaksuddengan:

1. Daerah adalah KabupatenFakfak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

6



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

yang menjadi kewenangan daerahotonom.

Bupati adalah BupatiFakfak.

Kepala Distrik adalah Kepala Distrik di KabupatenFakfak.

Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah
KabupatenFakfak.

Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di KabupatenFakfak.

Kampung adalah kampung dan kampung adat, selanjutnya disebut
kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada didaerah.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan RepublikIndonesia.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu oleh perangkat
Kampung sebagai unsur penyelenggara PemerintahanKampung.

Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAPERKAM
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secarademokratis.

Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Kampung.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
untuk jangka waktu periode 1 (satu)tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan
dengan PeraturanDaerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APB-
Kampung, adalah rencana keuangan tahunan PemerintahanKampung.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung atau disingkat RPJMK



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun masa jabatan KepalaKampung.
Rencana Kerja Pemerintah Kampung, atau disingkat RKPK, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk
jangka waktu 1 (satu)tahun.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut
dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas
program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat
kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.

Dana Kampung, selanjutnya disingkat DK, adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pembangunan
Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat serta
Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
MendesakKampung.

Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana
perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana AlokasiKhusus.

Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari Penerimaan Pajak dan
Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung di Wilayah Pemerintah
KabupatenFakfak.

Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan PermusyawaratanKampung.

Pedoman Penyusunan APB-Kampung adalah pokok-pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan,
pembahasan dan penetapanAPBKampung.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKEUDES
adalah aplikasi tata kelola keuangan desa yang resmi diberikan atas kerja
sama Pemerintah Kabupaten Fakfak dengan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang
bersih, tertib, efektif danefisien.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Rekening Kas Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KabupatenFakfak.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Fakfak yang berada pada Bank
Papua CabangFakfak.

Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening yang
digunakan untuk menyimpan dana yang ditransfer dari APBN dan APBD,
yang merupakan uang Pemerintahan Kampung, dimana yang menampung
seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yangditetapkan.
Tim Pembina Tingkat Kabupaten adalah Tim Fasilittasi Kabupaten yang
diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
(DPMK) Kabupaten Fakfak, Wakil Ketua oleh Asisten Sekretaris
DaerahKabupaten FakfakBidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
Sekretaris oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah
Kabupaten Fakfak dan para Anggota adalah Inspektorat dan BPPKAD
Kabupaten Fakfak, Bank Papua Cabang Fakfak serta Pelaksana Teknis
Lapangan yakni para Pegawai Instansi Teknis di DPMK dan Bagian
Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah KabupatenFakfak.

Tim Pembina Tingkat Distrik adalah Tim Fasilitasi Distrik yang terdiri atas
Kepala Distrik sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Distrik sebagai Ketua
Tim, Kasi PMK sebagai Sekretaris Tim serta dibantu oleh Anggota antara lain
Aparat Distrik dan Pendamping Kampung serta POLSEK danKORAMIL.
Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatKampung.
Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah wupaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakatKampung.

Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya
Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
Kampung.

Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Kampung.

Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.

Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan
olehKampung.

Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban
Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali
olehKampung.

Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaranberikutnya.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya
disingkat PKPKK, adalah Kepala Kampungyang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuanganKampung.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat
PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan
keuangan Kampung berdasarkan keputusan Kepala Kampungyang
menguasakan sebagian kekuasaanPKPKK.

Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan
sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas
sebagai koordinatorPPKK.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kampung
yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang
menjalankan tugasPPKK.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Kampung
yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan
tugasPPKK.

Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan
Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatKampung.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu
tahunanggaran.

Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan

Kampung dengan belanjaKampung.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan
Kampung dengan belanjaKampung.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periodeanggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran
yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan
APB Kampung dan/atau Perubahan Penjabaran APBKampung.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun
anggaransebelumnya.

Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung
adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang
digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA/DPAL yang telah disahkan oleh
Kepala Kampung.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

() Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman/dasar

bagi Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran

2021.

@ Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan

APBKampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

BAB III
MUATAN MATERI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG
Pasal 3

(1) Materi muatan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021,meliputi:

a.

sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan Kewenangan
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(2)

(1)

@)

(1)

Kampung dan RKPKampung;
b. prinsip penyusunanAPBKampung;
c. kebijakan penyusunanAPBKampung;
d. teknis penyusunan APBKampung;dan
e. hal-hal khususlainnya.
Uraian materi muatan penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2021
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.

Pasal 4

Dalam Penyusunan APB-Kampung, Pemerintah Kampung berpedoman pada:

a. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku
Pemerintah Kampung Tahun 2021 berpedoman kepada Peraturan Bupati
Fakfak tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Fakfak
Tahun Anggaran 2020;dan

b. Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Pemerintah
Kampung Tahun 2021 berpedoman kepada Standar Harga Pasaran
ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23
sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar
2% (dua Pesrsen) atau 1,5% (satu koma lima persen) dan standart biaya
dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana pada ayat (1)
huruf adimaksud.

Standarisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium dan Uang Saku

Pemerintah Kampung dan Standardisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan

Pengadaan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaananggaran.

Pasal 5
Harga Satuan Kendaraan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen
Tunggal Pemegang Merk/katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada
Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta
standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).
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Harga Buku Perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh
penerbit/katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada Standar
Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta
standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).

Harga Peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada
harga yang tercantum maupun tidak tercantum pada Katalog Elektronik yang
dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dan/atau berpedoman pada Standar Harga Pasaran ditambah Biaya
Pengiriman serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10%
(sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2% (dua
persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta standart biaya dimaksud
tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat(1).

Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik dan Komoditas
lain berpedoman pada Katalog Elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau berpedoman pada
Standar Harga Pasaran ditambah Biaya Pengiriman serta Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) Pasal 23 sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 22 sebesar 2% (dua persen) atau 1,5% (satu koma lima persen) serta
standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).

Harga Satuan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kampung ditetapkan
berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Kantor Pertanahan
Kabupaten Fakfak serta standart biaya dimaksud tidak melebihi standart biaya

masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1).
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Pasal 6
Mekanisme Pengadaan barang/jasa di Kampung berpedoman pada Peraturan
Bupati Fakfak tentang Pengadan Barang/Jasa di Kampung dan atau melalui

mekanisme swakelola

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahui,
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganmenempatkannyadalamBerita

Daerah KabupatenFakfak.

Ditetapkan di Fakfak
padatanggal, 4 Maret 2021

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak
padatanggal4 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR 011

Salinansesuaidenganaslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001
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